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Komnias Perempuan
awal RUU TPKS

Pengawalan ketat disebabkan pada™
tahap sebelumnya RUU TPKS udat
melenceng dari tujuan pembentukanry

Canva Mutyana
cahya@medioindonesio.com

POMISI Nasional
’(Komnas) Antike-
N\ Kerasan terhadap

inginkan Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Ke-
kepasan Seksual (RUU TPKS)
tetap mengandung semangat
antikekerasan seksual. Pem-
hahasan bakal heleid tersebut
di DPR jangan sampai mem-
perlemahnya.

Untuk itu, Komnas Perem:
puan turut menyusun daftar
inventarisasi masalah (DIM)
RUUTPKS bersamaan dengan

erempuan meng-

pemerintah yang juga tengah
merampungkan DIM untuk
kemudian dibahas dengan
DPR.

“Kami belum mendapatkan
undangan konsultasi RUUTPKS
dari DPR, Namun, karnt akan
mengirimkan DIM terpisah,”
ujar Ketua Komnas Perempuan
Andy Yentriyani kepada Media
Indonesia, kemarin,

Andy mengatakan, tekad
Komnas Perempuan untuk
mengawal ketat RUU TPKS
disebabkan pada fahap se-
belumnya, RUU TPKS mulai
melenceng dari tujuan pem-
bentukannya.

«Salah satu indikasinya

v ada'di jumlah cakupan jenis

kekerasan seksual yang sema-
kin'berkurang (dari sembilan
dan saat ini tersisa empat),’
Ungkapnya,
Andymengatakan pihaknya
sedang memfinalisasi DIM

yang nantinya akan disefah-

kan-kepada DPR. Secara
unumy DIM tersebut berisi-
Kat! poin-poin sesuai sema-
ngat awal RUU ini diinisiasi
oleh rnasyarakat.

"~ ru seperti tentang cakup-
an jenis kekerasan seksual-

nya, terkait terobosan hukum
acara pidana, juga soal pemu-

lihan korban dan pencegahar, .

serta mandat bagi lembaga
independen sebagai peng-
awas,” paparnya,
Sebelumnya, Wakil Menteri
Hukum dan HAM Edward
0S Hiariej menargetkan pe-

. nusunan DIM RUU TPKS di

pihak pemerintah rampung
dalam pekan ini. Meski hegi-
tu, Edward helummengetahui
kapan rapat pembahasan RUU
TPKS digelar.

“Kita tunggu surat persiden
(surpres), kemudian kita se-
rahkan ke DPR. DPR yang
menentukan kapan pemba-

hasan,” jelasnya.

Penanganan siber

Ketua Subkomisi Refor-
masi Hukum dan Kebijakan
Komnas Perempuan Siti Ami-
nah berharap subtansi pena-
nganan kasus kekerasan sek-
sual herbasis siber lebih ter-
akomodasi dalam hakal beleid
tersebut, Elemen yang belum
diatur mencakup penanganan
kasus seperti mengunggah
konten tanpa persetujuan

atau untuk intimidast.

Siti mengatakan kasus ke-
kerasan seksual di dunia siber
beragam. RUU TPKS perlune-
nambahkan beragam subtansi
penanganan kasus kekerasan
seksual berbasis siber se-
iring dengan perkembangan
teknolog!.

“Karenakan perkembangan
kekerasan siber itu kenaikan-
nya luar hiasa, Lonjakannya
juga terjadi tahun kemarin
(2024),” ucap Siti.
 RUU TPKS-semestinya juga
mencakup tindak pidana
rekayasa pornografi atau
morphing. Contohnya, peng-
gunaan aplikasi deep fake
dengan mengganti kepala
korban ke gambar atau video
dan mengunggahnya ke situs
web pornografl.

Fenomena itu seperti kasus
rekayasa digital video syur
61 detik yang disebut mirip
aktris Nagita Slavina (Gigl)
“Wajah seseorang yang dipo-
tong dan diternpelkan dalam
garbar atau videopornoakan
dirugikan karena seakan-
akan ia melakukan aktivitas
seksual yang mengakibatkan
rusaknya reputasi seseorang,”
wjar Siti. (MGN/P-2)


http://www.tcpdf.org

